BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

d Leqe Hertasning No. 11 Makassar 90222
a a MaKassar. nam 1.90.10

Email : set makassar@ bawaslu.go.id | bawaslukotamakassari8@gmail com
Nomor  :2(4 /HK.04.01/K.SN-22/09/2024 Makassar, 2¥ September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran pada Pelaksanaan Kampanye

Yth. Ketua DPRD Kota Makassar
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

8

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang

Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 8 Tahun

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan

hal-

hal sebagai berikut :




1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu kabuapte/Kota:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang :

Pasal 22A ayat (3) yang berbunyi “Pengawasan penyelenggaraan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota’.

Pasal 30

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :
5. pelaksanaan Kampanye;

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawasiu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai
dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota :

a) Pasal148 ayat 2 Undang-Undang Republik thdonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah berbunyi :
(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat ~ Daerah
Kabupaten/Kota '

b) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: ¢. Pencegahan
pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
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Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25
September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

4. Ketentuan Kampanye bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, pada Pasal sebagai berikut:
Pasal 70, Ayat 2 yang berbunyi : Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta
pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.

1) Pasal 53
(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil
walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam
" Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi
ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas
pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;

b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota; dan

c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Suratizin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
-~ kepada:; : ’

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari
sebelum pelaksanaan Kampanye.

(4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakilgubernur; dan

b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati serta walikota dan wakil walikota.
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2) Pasal 70
(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau
sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah
dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubermur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama,
selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan |
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubemnur dan Wakil
Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan
bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan
oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi,
dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
kepada KPU Kabupaten/Kota.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
di wilayah Kota Makassar yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau untuk memastikan dalam pelaksanaan
kampanye yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar agar
memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilhan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih. e

(@ 2 \3
L= Edl
'\\'\,‘”," . T

DEDEARWINSYAH, S.H., MH.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan sebagai laporan

2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Munafri Arifuddin,S.H dan Hj. Aliyah Mustika llham,
S.E., MAP)

4. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM dan Rezki
Mulfiati Lutfi)

5. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Indira Yusuf Ismail dan llham Ari Fauzi A Uskara)

6. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muhammad Amri Arsyid, SP dan Dr. Abd. Rahman
Bando)

7. Arsip.
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